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ABSTRAK 
ABDUL KADIR POBELA (B111 09 459) ANALISIS YURIDIS 
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN 
MELALUI  MEDIA  ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan No. 1193/ 
PID.B/ 2012/ PN.Mks), dibawah bimbingan bapak Andi Sofyan sebagai 
pembimbing I dan ibu Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai pembimbing II.. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
terhadap perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan 
untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap perkara putusan No. 1193/Pid.B/2012/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri  Makassar. Demi 
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan 
wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif. 
Dalil-dalil penulis deskripsikan secara demonstratif argumentatif dengan 
merujuk kepada teori-teori hukum pidana yang relevan dengan konteks. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum pidana 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan 
sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu 
cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga 
kemasyarakatan yang menetap. 
Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami 
masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan 
hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena 
masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, 
kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah 
pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah (Laden 
Marpaung, 2009 : 1). 
Hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami 
perkembangan. Dapat dilihat bahwa hukum itu berubah dari waktu 
ke waktu. Konsep hukum, seperti “Rule of Law” sekarang ini juga 
tidak muncul dengan tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan 
hasil dari suatu perkembangan tersendiri (Satjipto Raharjo, 2006 : 
213). 
 
Pada era globalisasi modernisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi 
antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Pada 
abad 21 yang diawali dengan revolusi informasi dengan membawa 
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harapan pada kehidupan umat manusia yang lebih baik, lebih makmur 
dan sejahtera. Globalisasi yang disertai revolusi informasi mestinya dapat 
mempermudah pengembangan pemahaman bersama dan rasa 
persaudaraan dalam suatu relasi tanggung jawab universal untuk 
menciptakan suatu masyarakat dunia yang “civilized socirty” dan “decent 
society”. Akan tetapi pada kenyataannya perkembangan tersebut justru 
menghadirkan kompleksitas permasalahan. Permasalahan-permasalahan 
yang muncul itu lebih beragam   mencakup masalah ekologi, ekonomi, 
politik, dan sosial. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam 
kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi 
seperti telefon genggam, internet dan media elektronik lainnya. Selain 
memiliki dampak positif yang besar, teknologi informasi dan komunikasi 
juga memiliki sisi negatifnya. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan 
seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan 
Automated Teller Machine (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat 
internet dan penipuan melalui media elektronik. Oleh sebab itu diperlukan 
hukum untuk mengaturnya. (O.C Kaligis, 2012 : 1-3). 
Hukum menurut Achmad Sanusi (Ahmad Ali, 2009 : 432): 
“Hukum adalah himpunan kaidah-kidah, berisi keharusan ataupun 
larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut 
dengan nyata oleh masyarakat. Atau, ia adalah rangkaian gejala-
gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap 
pelanggaran kaidah-kaidah itu, atau terhadap gejala-gejala 
masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat 
dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa”. 
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Untuk itulah pemerintah Indonesia menyusun Undang-undang 
Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE) agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan 
semena-mena oleh masyarakat. Menurut O.C Kaligis (2012 : 3): 
“Hukum sebagai alat pembaharuan sosial (a tool of social 
engineering) harus dapat digunakan untuk memberi jalan terhadap 
perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap 
perkembangan-perkembangan di bidang teknologi. Untuk itu 
pengaturan ahli teknologi sebagai tolak ukur kemajuan negara 
miskin dan berkembang harus dapat diatur dalam hukum 
tersendiri”. 
 
Dahulu kala, perdagangan hanya bisa dilakukan dengan bertatap 
muka, penjual dan pembeli bertransaksi secara langsung. Seiring dengan 
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penjual dan pembeli 
pun bisa bertransaksi tanpa bertemu sekalipun. Banyak pengusaha yang 
memanfaatkan media elektronik dengan mempromosikan barang/jasanya 
secara online, karena lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya. Di 
Indonesia sudah banyak bermunculan toko-toko media elektronik 
termasuk di kota Makassar. Mulai dari perusahaan besar sampai penjual 
rumahan sudah memanfaatkan media elektronik ini untuk mempromosikan 
dagangannya. Media-media elektronik itu berupa internet, blackberry, 
televisi, radio, dan lain-lain. 
Kejelasan toko-toko di media elektronik patut dipertanyakan baik 
dari segi kualitas maupun keabsahan toko-toko tersebut, sebab peluang 
dalam melakukan tindak kejahatan berupa penipuan sangat mungkin 
terjadi. Di Kota Makassar, banyak orang yang mengalami kasus penipuan 
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melalui media elektronik ini mengingat masyarakat banyak yang telah 
mengunakan blackberry atau telah memiliki akun sosial berupa facebook 
atau twitter mempermudah pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya. 
Contoh riilnya adalah kasus yang terjadi di Kota Makassar, pelaku 
kejahatan memiliki situs atau website yang menjual barang-barang 
elektronik berupa handphone, kamera digital, ipod serta laptop. Korban 
yang melihat foto handphone blackberry  yang ada di situs atau  website 
tersebut tertarik untuk melakukan transaksi jual beli dan berselang 
beberapa waktu korban telah mentransfer uang kepada si pelaku secara 
berangsur. Akan tetapi hingga pembayarannya telah lunas korban tidak 
kunjung mendapat handphone blackberry yang telah dibayarnya tersebut. 
Kasus ini membuat Penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang 
bagaimanakah penerapan hukum pidananya terhadap penipuan melalui 
media elektronik melalui judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan 
No : 1193/Pid.b/2012/PN.Mks). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis dapat 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada perkara 
tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik 
dalam studi kasus Putusan Nomor 1193/Pid.b/2012/PN.Mks? 
5 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan 
Nomor 1193/Pid.b/2012/PN.Mks? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam 
Putusan Nomor 1193/Pid.b/2012/PN.Mks 
b. Untuk mengetahui objektivitas pertimbangan hakim dalam 
Putusan Nomor 1193/Pid.b/2012/PN.Mks 
 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini, adalah sebagai berikut : 
a. Dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman 
serta pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam 
tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. 
b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para akademisi dan 
praktisi hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana penipuan 





A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “Strafbaar feit”. 
Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “strafbaar 
feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian 
“strafbaar feit” tersebut. 
Amir Ilyas (2012 : 19) menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa 
Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan 
feit. Yang masing-masing memiliki arti: 
- Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 
- Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
- Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana. 
Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut delict yang artinya 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). 
Para sarjana barat memberikan pengertian/definisi yang berbeda-
beda pula mengenai istilah strafbaar feit, antara lain sebagai berikut (E.Y 
Kanter & S.R. Sianturi, 2012 : 205): 
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a. Simons merumuskan “Een strafbaar feit” adalah suatu handeling 
(tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-
undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatic) dilakukan 
dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu 
bertanggungjawab. Kemudian simons membaginya dalam dua 
golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa 
tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah 
tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (schuld) 
dan kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) dari 
petindak. 
 
b. Van Hamel merumuskan bahwa “strafbaar feit” itu sama dengan 
yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan 
kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”. 
 
c. Vos merumuskan: “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan 
(gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang 
diancam dengan pidana.  
 
d. Pompe merumuskan: “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran 
kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana 
pelaku yang mempunyai kesalahan sehinggah pemidanaan 
adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan 
menjamin kesejahteraan umum. 
 
E.Y Kanter dan S.R Sianturi (2012 : 204) menjelaskan bahwa istilah 
strafbaar feit, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai 
berikut: 
a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum; 
b. Peristiwa pidana; 
c. Perbuatan pidana, dan; 
d. Tindak pidana. 
 
Perundang-undang Indonesia telah mengunakan keempat istilah 
tersebut di dalam berbagai undang-undang yang telah diberikan 
perumusan istilah. 
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Para sarjana Indonesia juga telah menggunakan beberapa atau 
salah satu dari istilah tersebut diatas yang kemudian telah dibagi menjadi 
5 kelompok oleh (Amir Ilyas, 2012 : 19) sebagai berikut: 
Ke-1 :  “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid 
(1962: 32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986: 
206) dan lain-lainnya; 
Ke-2 :  “Perbuatan Pidana” digunakan oleh Moeljatno (1983:54) 
dan lain-lain; 
Ke-3 : “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J. Van 
Schravendijk (Sianturi 1986: 206) dan lain-lainnya; 
Ke-4 : “Tindak Pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro 
(1986: 55), Soesilo (1979: 26) dan S.R. Sianturi 1986: 
204) dan lain-lainnya; 
Ke-5 : “Delik” digunakan oleh andi Zainal Abidin Farid (1981: 
146) dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan 
lain-lain. 
 
Dari istilah-istilah yang digunakan oleh para sarjana, masing-
masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya 
ialah: 
a. Menurut Moeljatno (2009 : 59), pengertian tindak pidana yang 
menurutnya diistilakan dengan perbuatan pidana adalah: 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” 
 
b. Menurut Andi Hamzah (Moeljatno, 2009 : 19), pengertian tindak 
pidana yang menurutnya di istilahkan dengan delik adalah: 
“Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).” 
 
c. Menurut S.R. Sianturi (Moeljatno, 2009 : 22), perumusan tindak 
pidana sebagai berikut: 
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, 
waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) 
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dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat 
melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 
seseorang (yang bertanggungjawab)”. 
 
d. Menurut Bambang Poernomo (Moeljatno, 2009 : 25), perbuatan 
pidana adalah sebagai berikut: 
“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh 
suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan 
pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. 
 
e. Menurut R. Tresna (E.Y Kanter & S.R Sianturi, 2012 : 208-209), 
peristiwa pidana adalah: 
“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang 
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan 
lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan 
penghukuman”. 
 
f. Menurut Wirjono Prodjodikoro (E.Y Kanter & S.R Sianturi, 2012 : 
209), merumuskan tindak pidana sebagai berikut: 
“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan 
merupakan “subject” tindak pidana”. 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur strafbaar feit menurut Van Hamel sebagaimana dikutip 
oleh Andi Zainal Abidin Farid (2010 : 225) meliputi  perbuatan. Perbuatan 
itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin 
dapat disejajarkan dengan Tatbestand dalam hukum pidana Jerman. 
Melawan hukum artinya bernilai atau patut dipidana yang mungkin sejajar 
dengan subsocialiteit atau het subsociale ajaran M.P. Vrij, atau barangkali 
sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum yang materil yang akan 
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diuraikan berikut: kesengajaan, kealpaan atau kelalaian, dan kemampuan 
bertanggungjawab. 
Pendapat para sarjana Indonesia yang merumuskan unsur-unsur 
tindak pidana, diantaranya: 
a. Menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi (2012 : 211) bahwa tindak 
pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu: 
1) Subjek; 
2) Kesalahan; 
3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan 
pidana; dan 
5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). 
 
b. Menurut Moeljatno (2009 : 69) unsur atau elemen perbuatan 
pidana adalah: 
1) Kelakuan dan akibat (= perbuatan); 
2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
4) Unsur melawan hukum yang objektif; 
5) Unsur melawan hukum subjektif. 
 
c. Menurut Amir Ilyas (2012 : 28), tindak pidana adalah setiap 
perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang 
(Mencocoki rumusan delik); 
2) Memiliki sifat melawan hukum; dan 
3) Tidak ada alasan pembenar. 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 
(tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-
asas hukum pidana, buku ke II mengenai tindak pidana tertentu yang 
masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. 
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Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu 
disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak 
pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak 
pidana (Adami Chazawi, 2002 : 82), yaitu: 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Sungguh pun demikian, setiap tindak pidana yang terdapat didalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan 
ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua 
macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif (P.A.F 
Lamintang, 1997 : 193). 
a. Unsur Subjektif 
Menurut P.A.F Lamintang (1997 : 193) bahwa unsur-unsur subjektif 
sebagai berikut: 
“Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 
yaitu segala sesuatu yang tergantung dalam hatinya.” 
 
Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
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3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
4) Merencanakan terlabih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP; 
5) Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP (P.A.F 
Lamintang, 1997 : 193). 
 
Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau 
tidak ada kesalahan” (An act does not make a person guilty unless the 
mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang 
dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). 
1) Kesengajaan (dolus) 
Dalam crimineel weetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum 
pidana (KUHP) tahun 1809, pengertian Kesengajaan adalah 
sebagai berikut: 
“Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak 
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau 
diperintahkan oleh undang-undang (Laden Marpaung, 2009 : 
13).” 
 
Leden Marpaung (2009 : 9) menjelaskan bahwa pada umumnya 
para pakar telah menyetujui “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) 
bentuk, yakni: 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn); 




2) Kealpaan (culpa) 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu: 
1) Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran); 
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu (Kealpaan dengan 
kesadaran). 
 
Simons menerangkaan “kealpaan” tersebut sebagai berikut 
(Leden Marpaung, 2009 : 9) : 
“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak 
berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat 
menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu 
perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga 
terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa 
dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang 
dilarang undang-undang. 
 
Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan 
perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga 
akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si 
pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yanng tidak 
dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya sebagai kealpaan. 
Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat 
diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. 
Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan 
perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, 
terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-
keadaan itu tidak ada”. 
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Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas dua, yaitu: 
a) Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini si 
pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya 
suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, 
tetap timbul juga akibat tersebut. 
b) Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, 
si pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan 
timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman 
oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan 
akan timbulnya suatu akibat (Leden Marpaung, 2009 : 9).  
 
b. Unsur Objektif 
Menurut P.A.F Lamintang (1997 : 193), unsur objektif sebagai 
berikut: 
“Unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-
keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan.” 
 
Menurut P.A.F Lamintang (1997 : 194), unsur-unsur objektif dari 
suatu tindak pidana itu adalah: 
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 KUHP. 
 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri 
atas : 
1) Perbuatan manusia, berupa: 
a) act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
b) omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
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2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain : 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan 
hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan 
hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Dengan demikian telah diketahui bahwa ketika dakwaan yang 
ditujukan kepada si pelaku tidak terpenuhi salah satu unsur  pasal yang 
didakwakan maka dianggap perbuatan pelaku bukan termasuk tindak 
pidana dan tidak dapat di pidana. 
 
B. Tindak Pidana Penipuan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 
Penipuan berasal dari kata “tipu” yang dalam kamus Bahasa 
Indonesia (S. Ananda, 2009 : 364) berarti kecoh, daya cara, perbuatan 
atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya 
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dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. 
Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain 
sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman 
pidana.  
Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa 
tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan 
bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari 
keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik 
berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, 
misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. 
Kejahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II 
KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title asli bab ini adalah 
bedrog yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada 
juga yang menerjemakan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan 
itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni: 
a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang 
dirumuskan dalam BAB XXV KUHP. 
b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang 
dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan 
pasal 379 KUHP (bentuk khususnya). 
Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini 
disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana 
tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau 
membohongi orang lain.  
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Dalam Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: 
“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama 
palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan 
karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya 
memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan 
piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya empat tahun.” 
 
Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan 
yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut 
tidak dilaporkan ke pihak kepolisan. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan 
yang korbannya tidak melaporkan membuat pelaku penipuan terus 
mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut 
menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan 
Andi Hamzah (2010 : 110) dalam bukunya yang berjudul Delik-delik 
Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, memakai istilah delik untuk 
strafbaar feit dan bukan tindak pidana. Dalam bukunya tersebut dijelaskan 
tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut: 
Bagian inti delik (delicts bestanddelen) penipuan ialah: 
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain; 
b. Secara melawan hukum; 
c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu 
muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong; 
d. Menggerakan orang lain; 
e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk 
memberi utang ataupun menghapus piutang. 
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Jadi ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 
yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). 
Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku 
tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad tahun 
1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal 
baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. 
Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki 
martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu 
muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah 
kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, 
pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan (Andi Hamzah, 2010 : 
110). 
Misalnya cerita bahwa dia kenal baik dengan seseorang, 
sedangkan orang yang ditipu mempunyai urusan dengan orang itu, 
meminta uang untuk diserahkan kepada seseorang yang menentukan 
perimaan pegawai. Pernah seorang bekas pegawai kejaksaan agung  
menipu seorang calon siswa Pendidikan Pembentukan Jaksa, dengan 
mengatakan perlu dibelikan kain wol untuk setelan jas Baharuddin Lopa 
yang pada waktu itu menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Kejaksaan. Uang itu dipakainya sendiri, sebab pelaku tidak kenal dengan 
Baharuddin Lopa (Andi Hamzah, 2010 : 110). 
Mengerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia 
menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu 
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barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu 
adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana 
penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus 
piutang). (Andi Hamzah, 2010 : 110). 
 
C. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
1. Pengertian Informasi Elektronik 
Pada pasal 1 angka 1 UU ITE, menyebutkan: 
“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 
termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 
peta,rancangan, foto, electronic data intercharge (EDI), surat 
elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau 
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, symbol, atau perforasi 
yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 
yang mampu memahaminya”. 
   
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa Informasi 
Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan 
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum 
Acara yang berlaku di Indonesia (O.C Kaligis, 2012 : 4) 
 
Pengecualian mengenai Informasi Elektronik sebagai alat bukti 
yang sah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, yang 
menyatakan bahwa Informasi Elektronik tidak dapat dikatakan sebagai 
alat bukti yang sah, apabila surat yang menurut undang-undang harus 
dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat 
yang digunakan untuk proses penegakan hukum acara perdata, pidana 
dan administrasi negara dan surat beserta dokumen yang menurut 
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undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang 
dibuat oleh pejabat pembuat akta. 
Terkait dengan e-commerce, Pasal 9 secara jelas mengatur bahwa 
pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus 
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat 
kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Informasi yang lengkap 
dan benar maksudnya adalah informasi yang memuat identitas serta 
status subjek hukum beserta kompetensinya, baik sebagai produsen, 
pemasok, penyelenggara, maupun perantara dan informasi lain yang 
menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat 
dan deskripsi barang/jasa (O.C Kaligis, 2012 : 4). 
 
2. Pengertian Transaksi Elektronik 
Pada pasal 1 angka 2 UU ITE disebutkan: 
“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
dengan mengunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. 
 
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam 
lingkup ataupun privat. Hal ini pun harus didukung oleh itikad baik dari 
para pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran selama 
berjalannya transaksi. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 17 UU ITE 
(O.C Kaligis, 2012 : 5). 
Pasal 19 UU ITE juga secara jelas mengatur bahwa para pihak 
yang melakukan transaksi elektronik harus mengunakan sistem elektronik 
yang disepakati oleh para pihak yang membuat. Dalam hal ini, juga 
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mencakup mengenai prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang 
bersangkutan. 
Perlu diperhatikan dalam sebuah transaksi elektronik, transaksi 
tersebut terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim 
telah diterima dan disetujui penerima. Atau dengan kata lain, transaksi 
tersebut terjadi pada saat kesepakatan antar para pihak, hal ini dapat 
berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi 
atau sandi (password). Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik 
harus dilakukan dengan pernyataan penerima secara elektronik.(lihat 
Pasal 20)(O.C Kaligis, 2012 : 4). 
3. Pengertian Media Elektronik 
Media elektronik terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik” 
yang dalam Kamus Bahasa Indonesia (Tanti Yuniar, 2009 : 400), media 
berarti sarana atau alat berupa sarana komunikasi bagi masyarakat 
berupa koran, majalah, televisi, siaran radio, telepon, internet dan 
sebagainya yang terletak di antara dua pihak sebagai perantara atau 
penghubung. 
Sedangkan pengertian elektronik dalam Wikipedia (13 Maret 2013) 
berartikajian dan penggunaan peranti elektrik yang beroperasi dengan 
kawalan aliran elektron atau sebarang partikel bercaj elektrik. 
Media elektronik merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan 
teknologi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai pengguna seperti 
radio, televisi, konsol permainan, komputer, telefon dan lain-lain.Istilah ini 
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merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang 
meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan 
elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik 
yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, 
rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media 
elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru 
pada umumnya berbentuk digital (Wikipedia, 13 Maret 2013). 
 
4. Perbuatan yang Dilarang  dan Ketentuan Pidana Menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
Klarifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan dalam 
Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut 
mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus 
kejahatan tradisional sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP). 
Seperti pada Pasal 27 UU ITE yang mengatur masalah 
pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan 
pemerasan dan pengancaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai 
berikut: 
Pasal 27 
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransimisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 
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2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan perjudian. 
3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan pencemaran nama baik. 
4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan pemerasan dan/atau pengancaman. 
 
Pasal 27 UU ITE di atas menjelaskan perkembangan modus 
kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media elektronik atau internet 
(dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik). 
Selanjutnya pada Pasal 28 UU ITE mengatur tentang perlindungan 
konsumen dan kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar 
golongan (SARA). Pengaturan tentang perlindungan konsumen dikaitkan 
dengan media elektronik merupakan hal yang sangat beralasan 
mengingat banyak transaksi perdagangan yang dilakukan dengan 
mengunakan media elektronik yang baik penjual maupun pembeli tidak 
pernah ketemu satu sama lainnya., sehingga rawan terjadinya tindak 
pidana. 
Di sisi lain pengaturan mengenai kebencian berdasarkan SARA di 
media elektronik sangatlah dibutuhkan Indonesia saat ini mengingat 
semakin banyaknya masyarakat yang memiliki akun jejaring sosial yang 
bebas dalam berpendapat sehingga sangat rentan untuk menimbulkan 
konflik. Perkataan-perkataan rasis merupakan hal yang sensitif mengingat 
Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup 
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tinggi telah menjadikan SARA sebagai salah satu produk konflik yang 
sangat mudah tersulut. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: 
Pasal 28 
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam Transaksi Elektronik. 
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian 
atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan 
(SARA). 
 
Pasal 29 UU ITE pengaturan mengenai adanya ancaman yang 
sering dilakukan dan/atau dialamatkan kepada seseorang dengan 
menggunakan media elektronik. Perkembangan produk elektronik 
sangatlah memudahkan bagi seseorang untuk memuluskan langkah 
jahatnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya 
ketentuannya sebagai berikut: 
Pasal 29 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan 
Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti yang ditujukan secara pribadi. 
 
Konstruksi Pasal 30 UU ITE dengan jelas menyebutkan bahwa 
tindakan seseorang terhadap sistem elektronik orang lain dengan tujuan 
untuk memperoleh memperoleh informasi atau dokumen elektronik 
dan/atau upaya pembobolan, penerobosan, dan penjebolan yang 
melanggar atau melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang 
terlarang. Beberapa kasus relevan dan telah terjadi dalam praktek dunia 
cyber dapat dilihat pada kasus pembobolan kartu kredit, pembobolan situs 
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Komisi Pemilihan Umum tahun 2004, penjebolan beberapa dokumen 
penting pada departemen pertahanan dan keamanan Pemerintah Amerika 
Serikat dan masih banyak contoh kasus lainnya yang harus diselesaikan 
dengan menggunakan aturan hukum yang belum secara khusus mengatur 
tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran yang dimaksud. 
Pasal 30 
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik 
orang lain dengan cara apa pun. 
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektonik dengan 
cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 
3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik 
dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, 
melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. 
 
Pasal 31 mengisyaratkan legalitas hukum tindakan penyadapan 
khususnya terhadap maraknya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh 
lembaga penegak hukum, lebih khususnya lagi tindakan penyadapan 
yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 
memberantas korupsi. 
Dalam praktek-praktek Negara-negara di dunia, penyadapan hanya 
mungkin dilakukan oleh lembaga penegak  hukum dalam konteks tugas 
yang diembankan padanya. Akan tetapi UU ITE belum secara khusus 
menyebutkan lembaga penegak hukum yang mana yang dapat 
melaksanakan otoritas tersebut.Hal ini tentunya berbeda dengan Undang-
undang telekomunikasi yang secara terbatas telah menyebutkannya. Oleh 
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karena itu, amanah penentuan lembaga penegak hukum yang memiliki 
otoritas untuk melakukan penyadapan, baik dalam UU ITE maupun 
Undang-undang Telekomunikasi harus dirumuskan dan dikeluarkan dalam 
bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang hingga saat ini belum 
dikeluarkan. Untuk lebih jelasnya Pasal 31 mengatur: 
Pasal 31 
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawaan 
hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer 
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. 
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, 
dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik 
tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan 
perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya 
perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang 
ditransmisikan. 
3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan 
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi 
penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-
undang. 
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara intersepsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 
Pasal 32 dan 33 UU ITE mengatur tentang perlindungan suatu 
informasi dan atau dokumen elektronik baik milik orang lain maupun milik 
publik yang bersifat rahasia (confidential). Untuk lebih jelasnya dapat 





1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, 
mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, 
memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. 
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada 
Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. 
3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
mengakibatkan terbukanya  suatu Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat 




Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem 
Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak 
bekerja sebagaimana mestinya. 
 
Lebih lanjut, Pasal 34 hingga Pasal 37 UU ITE merupakan 
penekanan (supporting idea) terhadap bunyi Pasal 27 hingga 33 UU ITE 
yang merupakan kategori perbuatan yang dilarang, dengan pengecualian 
pada Pasal 34 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa bukan tindak 
pidana jika ditujukan untuk melakukan tindakan penelitian, pengujian 
sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara 
sah dan tidak melawan hukum. Lebih jelasnya sebagai berikut: 
Pasal 34 
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum memproduksi, menjual, menadakan untuk digunakan, 
mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: 
a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer  yang 
dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk 
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; 
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b. sandi lewat Komputer, Kode akses, atau hal yang sejenis 
dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi 
dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 
Pasal 33. 
2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak 
pidana jika  ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, 
pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem 
Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. 
 
Pasal 35 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, 
pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.  
 
Pasal 36 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 




Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 
36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang 
berada di wilayah yuridiksi Indonesia. 
 
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus semata-mata 
berdasarkan keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan 
pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada 
dalam persidangan. 
Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu 
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putusan. Pasal 51 Rancangan KUHP Tahun 1999-2000 menjelaskan 
faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan. Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan 
tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain itu 
hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan 
KUHP baru yaitu Pasal 124 dan Pasal 126. 
Menurut Leden Marpaung (1992 : 406) putusan adalah: 
“Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan 
dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan 
atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis 
tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat 
dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam 
pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan 
kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah”. 
 
1. Alasan Yang Meringankan Pidana 
Adapun alasan peringanan pidana yang terdapat dalam KUHP 
adalah sebagai berikut: 
a. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy). 
Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP, yang menentukan: 
“Jika hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka 




b. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan. 
Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHP, yang menentukan: 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu 
dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.” 
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c. Dalam hal membantu melakukan kejahatan. 
Berdasarkan Pasal 57 ayat (1), yang menentukan: 
“maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, 
dikurangi sepertiga bagi pembantu.” 
 
Hal-hal yang memperingan pidana juga terdapat dalam rancangan 
KUHP Nasional yang menentukan sebagai berikut: 
Pidana diperingan dalam hal: 
a. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan pada waktu itu 
berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi masih dibawah 
18 (delapan belas) tahun; 
b. Seseorang mencoba melakukan atau membantu melakukan 
terjadinya tindak pidana; 
c. Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela 
menyerahkan diri kepada yang berwajib; 
d. Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana; 
e. Seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan sukarela 
memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki 
kerusakan akibat perbuatannya; 
f. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena kegoncangan 
jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari 
keadaan pribadi atau keluarganya. 
 
2. Alasan Yang Memberatkan Pidana 
Alasan pemberatan pidana berdasarkan KUHP adalah sebagai 
berikut: 
a. Dalam hal concursus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 
66 KUHP yang menentukan: 
Pasal 65 
1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri 
sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam 
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dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya 
satu pidana, 
2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum 
pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, 
akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang 
terberat ditambah sepertiganya. 
 
Pasal 66 
1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 
diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka 
dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya 
tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat 
ditambah sepertiga. 
2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan 
untuk perbuatan itu. 
 
b. Dalam hal recidive, berdasarkan Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. 
Hal-hal yang memberatkan pidana juga terdapat dalam 
rancangan KUHP nasional yang berbunyi sebagai berikut : 
Pidana diperberat dalam hal: 
a) Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan 
yang khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 
atau pada waktu  melakukan tindak pidana mempergunakan 
kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan 
kepadanya karena jabatannya; 
b) Seseorang melakukan tindak pidana dengan 
menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan 
atau lambang Negara Republik Indonesia; 
c) Seseorang melakukan tindak pidana dengan 
menyalahgunakan keahlian atau profesinya; 
d) Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan 
anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun; 
e) Tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan 
kekerasan atau dengan cara yang kejam; 
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f) Tindak pidana dilakukan pada waktu ada huru-hara atau 
bencana alam; 
g) Tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan 
bahaya; 








A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum kota Makassar. 
Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Pengadilan Negeri Makassar, 
mengingat perkara Nomor 1193/pid./2012 diputus di Pengadilan Negeri 
Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam 
penelitian ini, digunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif). 
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas 
yang terdapat pada putusan nomor 1193/Pid.B/2012/PN.Mks. 
Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif 
(cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang 
sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan 
itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). 
Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan 
beberapa pendekatan, yaitu : 
1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu 
pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang 
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berkaitan dengan putusan nomor 1993/Pid.B/2012/PN.Mks dengan 
dakwaan : 
Pertama  :  Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU.RI Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Kedua  :  Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
2. Pendekatan Konsep (conceptual approach)  
Pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk 
memahami konsep-konsep hukum hakim dalam mempertimbangkan 
putusan yang dijatuhkan pada perkara nomor 1193/Pid.B/2012/PN.Mks. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data 
sekunder (secondary data). Data sekunder adalah data yang diperoleh 
Penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil 
penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk 
buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau 
milik pribadi. 
Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder 
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari : 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 
seperti : 
1) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik;  
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2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 
menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku-
buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil 
seminar. 
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Belanda 
serta kamus Hukum. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian 
ini adalah : 
1. Penelitian pustaka 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literature-
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu juga data 
yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting 
maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan 
Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu: 
a. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan 
langsung dengan objek penelitian. 
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b. Wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang menangani kasus tersebut. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari 
penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis 
deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan 
menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas 
dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, 
dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga 
diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik dalam Putusan 
Nomor 1193/Pid.B/2012/PN.Makassar. 
 
Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana 
materil dalam kasus putusan nomor 1193/Pid.B/2012/PN.Makassar, maka 
penulis terlebih dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus pada Putusan 
Nomor 1193/Pid.B/2012/PN.Makassar yaitu sebagai berikut : 
1. Posisi Kasus 
- Bahwa terdakwa Muh. Ridwan Alias Dawan Bin Mamma (terdakwa 
1) membuat dan mengirim broadcast berupa gambar dan daftar 
harga handphone merek blackberry lalu Terdakwa 1 mengirim 
kepada saksi korban Kiki Londongallo melalui pesan BBM 
(Blackberry Massanger). Saksi korban yang merasa tertarik dengan 
pesan yang Terdakwa 1 kirim dan tawarkan tersebut kemudian 
membalas BBM Terdakwa 1 untuk menanyakan cara pemesanan 
barang berupa handphone blackberry serta cara pembayarannya. 
Kemudian melalui pesan BBM, Terdakwa 1 menjelaskan untuk 
menghubungi langsung di nomor tlp. 085368427777. Setelah itu 
saksi korban menelepon ke nomor telpon dimaksud, dan diterima 
oleh Anshar Suharto Alias Teppo Alias Rezky Aditya (Terdakwa 2) 
yang bertugas menjelaskan cara pengiriman uang untuk pembelian 
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barang mengingat Terdakwa 2 Lebih fasih dan lancar berbahasa 
Indonesia dan Terdakwa 1 tidak begitu lancar berbahasa 
Indonesia. 
- Bahwa mereka terdakwa mengetahui PIN BB milik saksi korban Pr. 
KIKI dengan cara mengirim ke nomor PIN secara acak dan telah 
masuk dan diterima berarti nomor PIN yang dikirimi tersebut adalah 
benar dan memang aktif dan ada pemiliknya. 
- Bahwa saksi korban Kiki Londong Allo Binti Syarif Kamarullah 
melakukan pembelian Blackberry yang ditawarkan oleh Rezky 
Aditya (Terdakwa 2), karena harga Blackberry yang ditawarkan 
harganya murah, garansi resmi dari TAM selama 2 (dua) tahun, 
barangnya rusak bisa langsung diganti, kalau barang tidak tersegel 
bisa langsung diganti dan uang diganti 3 (tiga) kali lipat. Kerusakan 
pada HP selama pemakaian sebulan dapat diganti lagi HP 
Blackberry yang telah dibeli. Oleh karena itu saksi korban telah 
mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 
keseluruhan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus 
ribu rupiah) ke rekening BNI 0219652427 an.Cindy Larisa.  
- Setelah saksi korban mentransfer uang sampai 3 (tiga) kali kepada 
terdakwa 1 dan terdakwa 2, ternyata  saksi korban tidak dikirimin 
barang berupa handphone blackberry oleh terdakwa. 
- Bahwa selain menawarkan melalui BBM, mereka Terdakwa juga 
menawarkan barang-barang elektronik kepada orang-orang melalui 
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situs/webside yang berisikan foto-foto gambar barang elektronik 
berupa handphone kamera digital, ipod serta laptop. Pemilik 
situs/website tersebut adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dan 
yang membuat website tersebut adalah Amran dan dibuat pada 
sekitar bulan Februari 2012, dimana terdakwa 1 dan terdakwa 2 
boleh mengunakan alamat situs/website tersebut setelah terdakwa 
1 dan terdakwa 2 membayar kepada Amran sebesar Rp. 200.000,- 
(dua ratus ribu rupiah). 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Kasus perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik 
dengan nomor register perkara : PDM-440 Mks/Ep.1/07/2012 yang 
dilakukan oleh dua orang terdakwa Muh Ridwan dan Anshar Suharto oleh 
Jaksa Penuntut Umum Yulianty Batoarung.SH didakwa dalam bentuk 
dakwaan Alternatif. Dakwaan Jaksa Penuntut umum yakni sebagai 
berikut: 
Pertama : Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU.RI No. 11  Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP 
Kedua : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan terdakwa, serta 
barang bukti yang diajukan di persidangan, maka tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum dalam Nomor Register Perkara PDM-440/MKS/Ep.11/07/2012 
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tertanggal 25 Juli 2012 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis 
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
a. Menyatakan Terdakwa 1. Andi Ridwan Bin Mamma dan terdakwa 
2. Anshar Suharto Al.Teppo Al.Rezky A terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja 
dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” 
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama. 
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. Muh Ridwan Alias Dawan 
Bin Mamma dan terdakwa 2. Anshar Suharto Alias Teppo Alias 
Rezky Aditya, berupa pidana penjara selama masing-masing 4 
bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam 
tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada 
dalam tahanan. 
c. Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon lokasi swalayan 
Citra Mas tanggal 08-04-12 jam 15.23 dari Rekening Bank 
Danamon atas nama Vinny Indah Sari ke rekening penerima 
Bank BNI atas nama Cindy No.rekening 0219652427 sejumlah 
RP.1.000.000,- 
- 1 (satu) lembar struk transfer Bank Danamon lokasi mail 
diamond pnkk tanggal 09-04-12 Bank BNI atas nama Cindy 
No.rekening 0219652427 sejumlah Rp. 800.000,- 
- 1 (satu) lembar struk transfer ATM BNI lokasi STIM Nitro 
Makassar tanggal 10-04-12 jam 10.12 dari rekening nomor 
0200812947 ke rekening tujuan nomor rekening 0219652427 
atas nama Cindy Larisa sejumlah Rp. 2.500.000,- 
Tetap terlampir dalam berkas perkara. 
- 1 (satu) unit handphon Nokia model 1280 type RM-647 nomor 
emisi 351524/04/002200/0 warna kuning (berisi nomor sim card 
082187294444) operator telkomsel, nomor IMSI 
6210138762294444; 
- 1 (satu) unit handphon Nokia model 1280 type RM-674 nomor 
emisi 351525/04/365576/7 warna kuning (berisi nomor sim card 
082187294444) operator telkomsel, nomor IMSI 
6210138762294444; 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Onyx warna 
putih yang didalamnya terdapat nomor sim 085396379136; 
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor rekening 000106072507 
atas nama Vinni Indah Sari pada Bank Danamon; 
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Kiki 
Londong Allo Binti Syarif Kamurullah. 
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d.  Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 
 
4. Amar Putusan 
Dalam perkara nomor 1193/Pid.B/2012/PN Makassar, hakim 
memutuskan : 
a. Menyatakan Terdakwa 1. Andi Ridwan Bin Mamma dan terdakwa 
2. Anshar Suharto Al.Teppo Al.Rezky A sebagaimana tersebut di 
atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah malakukan 
tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa 
hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas 
dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 
(lima belas) hari; 
c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi 
seluruh dari pidana yang dijatuhkan; 
d. Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon lokasi swalayan 
Citra Mas tanggal 08-04-12 jam 15.23 dari Rekening Bank 
Danamon atas nama Vinny Indah Sari ke rekening penerima 
Bank BNI atas nama Cindy No.rekening 0219652427 sejumlah 
RP.1.000.000,- 
- 1 (satu) lembar struk transfer Bank Danamon lokasi mail 
diamond pnkk tanggal 09-04-12 Bank BNI atas nama Cindy 
No.rekening 0219652427 sejumlah Rp. 800.000,- 
- 1 (satu) lembar struk transfer ATM BNI lokasi STIM Nitro 
Makassar tanggal 10-04-12 jam 10.12 dari rekening nomor 
0200812947 ke rekening tujuan nomor rekening 0219652427 
atas nama Cindy Larisa sejumlah Rp. 2.500.000,- 
- 1 (satu) unit handphon Nokia model 1280 type RM-647 nomor 
emisi 351524/04/002200/0 warna kuning (berisi nomor sim card 
082187294444) operator telkomsel, nomor IMSI 
6210138762294444; 
- 1 (satu) unit handphon Nokia model 1280 type RM-674 nomor 
emisi 351525/04/365576/7 warna kuning (berisi nomor sim card 
082187294444) operator telkomsel, nomor IMSI 
6210138762294444; 
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Onyx warna 
putih yang didalamnya terdapat nomor sim 085396379136; 
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor rekening 000106072507 
atas nama Vinni Indah Sari pada Bank Danamon; 
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Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Kiki 
Londong Allo Binti Syarif Kamarullah; 
e. Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 




B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Media 
Elektronik Dalam Putusan No.1193/Pid.B/2012/PN.Makassar. 
 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, 
keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang 
dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam 
amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa: 
a. Menyatakan Terdakwa 1. Andi Ridwan Bin Mamma dan terdakwa 
2. Anshar Suharto Al.Teppo Al.Rezky A sebagaimana tersebut di 
atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah malakukan 
tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa 
hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas 
dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 
(lima belas) hari; 
c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi 
seluruh dari pidana yang dijatuhkan; 
d. Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon lokasi swalayan 
Citra Mas tanggal 08-04-12 jam 15.23 dari Rekening Bank 
Danamon atas nama Vinny Indah Sari ke rekening penerima 
Bank BNI atas nama Cindy No.rekening 0219652427 sejumlah 
RP.1.000.000,- 
- 1 (satu) lembar struk transfer Bank Danamon lokasi mail 
diamond pnkk tanggal 09-04-12 Bank BNI atas nama Cindy 
No.rekening 0219652427 sejumlah Rp. 800.000,- 
- 1 (satu) lembar struk transfer ATM BNI lokasi STIM Nitro 
Makassar tanggal 10-04-12 jam 10.12 dari rekening nomor 
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0200812947 ke rekening tujuan nomor rekening 0219652427 
atas nama Cindy Larisa sejumlah Rp. 2.500.000,- 
- 1 (satu) unit handphon Nokia model 1280 type RM-647 nomor 
emisi 351524/04/002200/0 warna kuning (berisi nomor sim card 
082187294444) operator telkomsel, nomor IMSI 
6210138762294444; 
- 1 (satu) unit handphon Nokia model 1280 type RM-674 nomor 
emisi 351525/04/365576/7 warna kuning (berisi nomor sim card 
082187294444) operator telkomsel, nomor IMSI 
6210138762294444; 
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Onyx warna 
putih yang didalamnya terdapat nomor sim 085396379136; 
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor rekening 000106072507 
atas nama Vinni Indah Sari pada Bank Danamon; 
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Kiki 
Londong Allo Binti Syarif Kamarullah; 
e. Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 
 
Hal-hal yang mejadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tersebut adalah: 
- Menimbang, bahwa setelah surat dakwan dibacakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum, atas pertanyaan Majelis terdakwa menyatakan 
mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut; 
- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum 
mengajukan saksi dalam persidangan yang terdiri dari : saksi 1. Kiki 
Londonggallo dan 2. Andrianto telah memberikan keterangan 
dibawah sumpah sesuai apa yang diberikan didepan penyidik dan 
keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan 
dimana keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa; 
- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan 
keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan 
ini; 
- Menimbang, bahwa berdasarkan keternagn saksi-saksi yang saling 
bersesuai dengan Terdakwa serta barang bukti, maka unsur-unsur 
yang mendukung dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; 
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam 
rumusan delik telah terpenuhu, maka para terdakwa dinyatakan 
terbukti menurut hukum dan majelis yakin terdakwa telah 
melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut 
umum. 
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- Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan penghapus 
pidana baik alasan pemaaf maupun alas an pembenar dalam 
perbuatan terdakwa tersebut sehinggah perbuatan terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya. 
- Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan 
dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya 
dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan sebagai berikut: 
a. Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
b. Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; 
- Terdakwa sopan di persidangan 
- Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa-terdakwa harus 
diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan; 
- Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa harus dipertahankan; 
- Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa 
dibebani pula membayar biaya perkara. 
 
2. Analisis Penulis 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan 
persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut 
Jaksa Penuntut Umum dakwaan pertama yang didakwakan kepada 
terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar Pasal 45 ayat (2) 
Jo Pasal 28 ayat (1) UU.RI No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi 
Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai 
berikut: 
a) Unsur Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: 
- Unsur “Setiap Orang” 
Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum 
yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah 
dilakukannya. Dalam persidangan telah diperiksa identitas diri 
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terdakwa 1. Muh. Ridwan dan terdakwa 2. Anshar Suharto dalam 
kedudukannya sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak 
pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan 
kewajiban serta kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawab 
atas perbuatannya melakukan tindak pidana. 
- Unsur  “Dengan Sengaja” 
“Dengan sengaja” merupakan sesuatu perbuatan yang 
dikehendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar 
hukum. Dalam pembuktian unsur “dengan sengaja” harus 
memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan 
cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana. Pada kasus 
nomor 1193/Pid.B/2012/PN.Mks dapat dilihat bahwa Muh. Ridwan 
Alias Dawan Bin Mamma (Terdakwa 1) membuat dan mengirim 
broadcast berupa gambar dan daftar harga handphone merek 
blackberry lalu Terdakwa 1 mengirim kepada saksi korban Kiki 
Londongallo melalui pesan BBM (Blackberry Massanger). Dan 
Anshar Suharto Alias Teppo Alias Rezky Aditya (Terdakwa 2) yang 
bertugas menjelaskan cara pengiriman uang untuk pembelian 
barang. Setelah lunas dibeli, barangnya tidak pernah sampai ke 
tangan saksi korban Kiki Londongallo. 
Dari uraian diatas, diketahui bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 
2 bertindak seolah-olah sebagai seorang pengusaha yang memiliki 
barang dagangan untuk di jual. Pada kenyataannya barang 
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tersebut tidak pernah ada. Dengan ini maka unsur terdakwa 
“dengan sengaja” telah terbukti. 
- Unsur “Dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
transaksi elektronik” 
“Berita bohong” merupakan informasi yang berisikan hal-hal 
yang tidak sesuai fakta/kenyataannya. Sedangkan “menyesatkan” 
merupakan perbuatan mempengaruhi orang lain untuk berbuat 
kesalahan atau perbuatan yang tidak dikehendakinya. Berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap bahwa Muh Ridwan (Terdakwa 1) 
membuat dan mengirim broadcast berupa gambar dan daftar harga 
handphone merek blackberry dan mengirimkan kepada saksi 
korban Kiki Londongallo melalui pesan BBM. Saksi korban yang 
merasa tertarik dengan pesan yang Terdakwa 1 kirim dan tawarkan 
tersebut kemudian membalas BBM Terdakwa 1 untuk menanyakan 
cara pemesanan barang berupa handphone blackberry serta cara 
pembayarannya. Kemudian melalui pesan BBM, Terdakwa 1 
menjelaskan untuk menghubungi langsung di nomor tlp. 
085368427777. Setelah itu Kiki menelepon ke telepon yang 
dimaksud, maka yang bertugas untuk menerima telpon dan 
menjelaskan cara pengiriman uang untuk pembelian barang adalah 
Anshar Suharto Alias Teppo Alias Rezky Aditya (Terdakwa 2) 
sehingga saksi korban melakukan pembelian blackberry yang 
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ditawarkan oleh Terdakwa 2 . Dan setelah saksi korban 
mentransfer uang sampai 3 (tiga) kali kepada Terdakwa 1 dan 
Terdakwa 2, saksi korban tidak dikirimin barang berupa handphone 
blackberry oleh para terdakwa. Saksi korban mendapat kerugian 
sebesar Rp. 4.300.00,-. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan 
kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dalam perkara ini 
terbukti secara sah menurut hukum. 
b) Unsur Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa : “Dipidana sebagai 
pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : ke-1 : Mereka 
melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta 
melakukan perbuatan. 
- Unsur “ secara bersama-sama” 
Bahwa syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah 
adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja 
sama tersebut. Dapat dilihat bahwa Muh Ridwan (Terdakwa 1) 
membuat dan mengirim broadcast berupa gambar dan daftar harga 
handphone merek blackberry kepada saksi korban Kiki Londongallo 
dan Anshar Suharto (Terdakwa 2) yang menerima telpon untuk 
menjelaskan cara pengiriman uang untuk pembelian barang. 
Dengan perkataan lain, para Terdakwa timbal balik mengetahui 
perbuatan masing-masing. Sementara itu sebelum perbuatan-
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perbuatan dilakukan telah diadakan suatu persetujuan diantara 
mereka. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum 
pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu 
keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas. 
Bahwa dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka 
ditarik kesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah 
menurut hukum melakukan tindak pidana “secara bersama-sama 
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan  yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
transaksi elektronik” . 
Dapat dilihat bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berkemampuan 
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing dan 
secara sadar melakukan kejahatan dan pantas untuk menerima hukuman.  
Ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) 
Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pidana penjara paling lama 6 tahun 
dan tidak memiliki batas minimum dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dan hakim menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa-terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-
masing selama 2 bulan 15 hari dengan denda masing-masing sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah). 
Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim 
kepada para terdakwa kurang tepat. Melihat bahwa kejahatan-kejahatan 
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melalui media elektronik sangat mudah dilakukan maka perkembangan 
kejahatan melalui sms, internet dan media elektronik lainnya sangat pesat 
dan sudah sering dialami oleh masyarakat. Penulis pun sering mengalami 
hal serupa. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada para 
Terdakwa kurang memberikan efek jera. 
Putusan hakim sepatutnya haruslah memenuhi rasa keadilan bagi 
semua pihak termasuk bagi korban kejahatan dan bagi pelaku kejahatan. 
Apapun yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana seharusnya dapat diterima 
dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada khususnya. 
Dalam menelaah faktor-faktor atau alasan-alasan apa saja yang 
hakikatnya harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan tentunya bermuara pada surat dakwaan yang diajukan oleh 
penuntut umum di persidangan, karena sesuai dengan fungsinya, bagi 
hakim surat dakwaan menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang dan 
sekaligus menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh 
memidanakan orang bersalah melakukan suatu tindak pidana sedangkan 
tindak pidana tersebut tidak didakwakan oleh jaksa dalam surat dakwaan 
meskipun terbukti pelaku melakukan tindak pidana berdasarkan fakta 
yang terungkap di persidangan. 
Dalam kasus perkara nomor 1193/Pid.B/2012/PN.Makassar 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif yaitu 
pertama : Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU.RI No.11 tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
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KUHP dan kedua : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dilihat 
dari bunyi inti pasal yang didakwakan yaitu Pasal 28 ayat (1) UU ITE 
disebutkan: “(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan Pasal 378 KUHP 
disebutkan :“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama 
palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-
karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu 
barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena 
penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” 
bahwa unsur –unsur yang terdapat dalam kedua pasal tersebut telah 
terpenuhi dalam kasus perkara nomor 1193/Pid.B/2012/PN.Makassar.  
Terhadap perkara nomor 1193/Pid.B/2012/PN.Makassar hakim 
sebelum menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan aspek yuridis 
maupun aspek sosialogis dan psikologis. Hakim telah memutuskan bahwa 
terdakwa telah melanggar pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU.RI 
No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah 
satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu Mahyuti, SH, penulis 
melihat bahwa ini terkait dengan asas “lex spesalis legi derogate” (khusus 
didahulukan daripada yang umum) yang dimana Pasal 28 ayat (1) UU ITE 
merupakan ketentuan hukum khusus maka menurut penulis putusan 







1. Berdasarkan Putusan dalam perkara nomor 
1193/Pid.B/2012/PN.Makassar , penulis berkesimpulan bahwa 
terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE 
(Informasi dan Transaksi Elektronik) yang pada umumnya 
merupakan kasus penipuan. Pasal yang didakwakan Jaksa 
Penuntut Umum yaitu Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) 
UU.RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi 
semua unsur-unsurnya didasarkan pada fakta-fakta hukum baik 
melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, 
maupun alat-alat bukti. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 
1193/Pid.B/2012/PN.Makassar telah sesuai karena berdasarkan 
penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan 
alat bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis 
menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan 
serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim. Namun 
menurut penulis, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para 
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terdakwa kurang memberikan efek jera karena kejahatan-
kejahatan yang dilakukan para Terdakwa melalui media 
elektronik sangat mudah dilakukan dan sangat berkembang 
melalui SMS, internet, blackberry dan media elektronik lainnya. 
 
B. Saran 
Dari hasil kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang 
penulis kemukakan sebagai berikut : 
1. Mengingat bahwa ini merupakan delik khusus maka sanksi yang 
diberikan seharusnya lebih berat karena modus kejahatan 
melalui media elektronik sangat mudah dilakukan dan telah 
terjadi peningkatan dari tahun ke tahun maka pemberian efek 
jeranya harus lebih optimal. 
2. Masyarakat hendaknya lebih waspada terhadap segala sesuatu 
yang dijual secara online maupun sms atau telpon berhadiah. 
3. Kepolisian harus lebih memperketat keamanan di internet, 
bukan hanya untuk mencegah prostitusi online tetapi juga akun 
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